BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENINJAUAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. berdasarkan Pasal 93 ayat (2)dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1

Mengingat :

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :

(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan
objek retribusi.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Perkada.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peninjauan Besaran
Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6.Undang-Undang ...




6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo Di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6935);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5197);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karo Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karo Nomor 01});

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

, BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

bl

Daerah adalah Kabupaten Karo.

Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Karo.

Kabupaten adalah Kabupaten Karo

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan dan urusan bidang pasar yang
menjadi kewenangan Daerah

BABII ...




BAB II
PENINJAUAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 2

Struktur dan besaran Peninjauan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagai
berikut:

No Jenis Pelayanan Jpsar 1anit (Rp.)
Pemungutan Semula Menjadi
1. | Pemakaian Los
a. luas los sampai dengan 3 m? per hari 5.000 5.000
b. luas los lebih dari 3 m? per hari 7.000 7.000
2. | Pemakaian Kios per m? per hari 1.000 300
3. | Pemakaian Pelataran Pasar
a. pelataran
- luas pelataran sampai dengan 2 m? | per hari 3.000 3.000
- luas pelataran lebih dari 2 m? per hari 5.000 5.000
b. pelataran pasar hewan
- Sapi, Kerbau, Kuda per ekor per hari 5.000 5.000
- Kambing, Domba per ekor per hari| 3.000 3.000
- Unggas per ekor per hari| 200 200

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 23 - DgSember - 2025

ANTORNIUS GINTING

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2. Desewmber- 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO
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